BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akutansi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan untuk
menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
85/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti
Investasi serta tertib administrasi penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indoensia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021
Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2015 Nomor 53) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Gubernur:

a.

b.

Nomor 44 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2016 Nomor 44);

Nomor 113 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2022 Nomor 113);

diubah sebagai berikut:



1.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni
hurufy, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
meliputi:
a. kerangka konseptual,;
b. penyajian laporan keuangan,;
c. laporan realisasi anggaran;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. catatan atas laporan keuangan;
g. kebijakan akuntansi pendapatan;
h. kebijakan akuntansi beban dan belanja;

—e

kebijakan akuntansi transfer;

kebijakan akuntansi pembiayaan;

mo

kebijakan akuntansi kas dan setara kas;

—_

kebijakan akuntansi piutang;
. kebijakan akuntansi persediaan;
kebijakan akuntansi investasi;
kebijakan akuntansi aset tetap;
kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;

kebijakan akuntansi aset lainnya;
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kebijakan akuntansi kewajiban;
kebijakan akuntansi BLUD; dan
kebijakan akuntansi koreksi kesalahan;
kebijakan akuntansi ekuitas;

kebijakan akuntansi konsolidasi;

. kebijakan akuntansi aset tidak berwujud;

kebijakan akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
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kebijakan akuntansi properti investasi.

(2) Rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah  Provinsi
Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tercantum dalam Lapiran I, huruf b sampai dengan
huruf y tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Dihapus.

Lampiran II.15 diubah, dan ditambah Lampiran II.25 sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd

LALU GITA ARIADI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
LA BIRO HUKUM,

LALU RUg GUNAWA]
NIP. 19700527 199603 1 002



